
 

 

ABSTRAK 

Muhammad Ghifary (1183010087): Homoseksualitas Sebagai Alasan 

Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl) Perspektif 

Fiqh Dan Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 

Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan perkawinan dengan alasan 

homoseksualitas pada suami yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bantul 

72/Pdt.G/2021/PA.Btl. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan hukum dan 

isu sosial yang kompleks terkait orientasi seksual dalam perkawinan. Penelitian ini 

berfokus pada analisis perspektif fiqh dan hukum positif di Indonesia mengenai 

pembatalan pernikahan berdasarkan penyembunyian orientasi seksual suami yakni 

homoseksual. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Homoseksual dapat 

dijadikan alasan pembatalan pernikahan dalam fiqh dan hukum pernikahan di 

Indonesia; (2) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam 

menetapkan Penetapan No. 72/PDt.G/2021/PA.Bt dalam konteks Homoseksual 

sebagai alasan pembatalan perkawinan l; (3) Implikasi putusan Pengadilan Agama 

Bantul No. 72/PDt.G/2021/PA.Btl terhadap pasangan dan masyarakat luas. 

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori tentang alasan-alasan 

Pembatalan pernikahan dan teori tentang homoseksual yang digunakan untuk 

menganalisis dasar hukum pembatalan pernikahan akibat homoseksualitas yang 

disembunyikan. 

Metode penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dari putusan 

Pengadilan Agama Bantul No. 72/PDt.G/2021/PA.Btl mengenai pembatalan 

perkawinan. Data dikumpulkan , studi dokumentasi dari salinan putusan, dan studi 

kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kebenaran dari 

perspektif normatif dengan data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Homoseksualitas yang disembunyikan 

dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan dalam pandangan fiqh dan hukum 

positif, mengingat adanya unsur penipuan yang dapat menimbulkan mudarat bagi 

pihak istri; (2) Hakim dalam Putusan No. 72/ Pdt.G/2021/PA.Btl mengabulkan 

pembatalan pernikahan dengan dasar penipuan terkait orientasi homoseksual, 

menggunakan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI sebagai 

dasar hukum; dan (3) Implikasi dari putusan ini meluputi perlindungan  hak istri 

yang dirugikan, bahkan ,melampaui batasan hukum dan menyentuh aspek sosial. 

Penelitian ini memberikan panduan untuk kasus serupa di masa depan, serta 

membentuk perspektif masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan keterbukaan 

dalam pernikahan. 
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